BAB 1V

PENUTUP

4.3 Kesimpulan

Kinerja legislasi DPR selalu mendapat sorotan publik. Beberapa produk legislasi
dianggap bermasalah karena disahkan tanpa sepengetahuan masyarakat luas, dibahas secara
cepat, tertutup, dan tanpa melibatkan masyarakat. Selain itu, proses dan mekanisme
pengambilan keputusan juga menjadi sorotan karena dianggap belum mencerminkan fungsi
representasi anggota DPR. Meski tidak diatur secara rigit dalam konstitusi, Jimly Asshiddigie
menyebutkan bahwa fungsi representasi merupakan fungsi paling pokok dalam sebuah
lembaga perwakilan. Dalam Tatib DPR diatur bahwa untuk mendukung fungsi representasi
tersebut, anggota DPR diberi kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban secara moral
dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya yang disampaikan setiap masa reses dan
masa sidang. Namun, meski sedemikian rupa sudah diatur, pelaksanaannya masih sedikit
dijalankan oleh anggota DPR dan fraksi. Implementasi fungsi representasi atau

pertanggungjawaban anggota DPR juga tidak dirinci lebih jauh dalam Tatib DPR.

Berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam rancangan undang-undang, hal itu
utamanya diserahkan kepada pendapat mini fraksi. Mekanisme itulah yang dianggap
berpotensi menghilangkan fungsi representasi anggota DPR, karena bisa saja suara anggota
DPR yang didasarkan atas aspirasi konstituennya bertentangan dengan apa yang dikehendaki
fraksi. Di beberapa negara lain, meski terdapat pengelompokan anggota sejenis fraksi,
mekanisme pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan undang-undang tetap
diserahkan kepada masing-masing anggota melalui mekanisme one person one vote atau voting

sebagai pelaksanaan demokrasi sesungguhnya.

Desain fraksi sendiri menjadi perhatian khusus karena fakta bahwa desain yang ada saat
ini berada dalam sistem kepartaian dan kultur politik yang masih elitis. Berdasarkan UU MD3,
fraksi merupakan pengelompokan anggota yang didasarkan atas konfigurasi partai politik
berdasarkan hasil pemilu dan dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas
perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Fraksi juga memiliki peranan yang

besar dalam mengoordinasi anggotanya dan mengambil keputusan dalam pembahasan
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rancangan undang-undang melalui pendapat mini fraksi. Pertanyaannya, apakah desain yang

ada saat ini sudah mampu merepresentasikan kepentingan rakyat?

Pada hakikatnya, fraksi berfungsi untuk mengoreksi tindakan anggotanya yang
melenceng dari garis partai dan kepercayaan publik. Namun, betapa pun fraksi pada hakikatnya
sesuatu yang baik, bisa juga disalahgunakan sebagai alat pelindung kepentingan pragmatis
kelompok apabila partainya elitis. Berbeda apabila kultur politiknya baik seperti di Jerman
yang memiliki pondasi kepartaian yang kuat, maka fraksi yang akan dibangun juga baik dan
fraksi akan menaruh kepercayaan pada suara perorangan anggota DPR yang ada di bawahnya.
Desain fraksi yang saat ini masih elitis, ditambah dengan mekanisme pengambilan keputusan
yang didasarkan pada pendapat mini fraksi, berpotensi pada hilangnya fungsi representasi
anggota DPR untuk memperjuangkan isu yang berkaitan dengan aspirasi masyarakatnya. Oleh
karena itu, model pertanggungjawaban fungsi representasi anggota DPR dalam pengambilan
keputusan dan desain ulang fraksi menjadi hal yang penting untuk ditelaah kembali dalam

rangka menguatkan fungsi representasi dan melindungi kepentingan publik.

4.4 Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan fungsi representasi,
mekanisme pengambilan keputusan, dan desain fraksi, penelitian ini merekomendasikan

beberapa hal berikut:

a. Perbaikan pengaturan mengenai fungsi representasi.

- Tatib DPR merinci bentuk pertanggungjawaban fungsi representasi dengan
mewajibkan setiap anggota untuk menginformasikan kontak yang dapat dihubungi
baik berupa telepon, email, maupun whatsapp, membuat dan mengelola situs atau
media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat, mewajibkan anggota DPR
dan fraksi untuk membuat laporan pertanggungjawaban kinerja dan kunjungan,
serta memberikan sanksi administratif kepada anggota yang tidak melaksanakan
fungsi representasi.

- Melibatkan masyarakat dan pihak terkait dalam proses pembentukan undang-
undang, mendengarkan dan mengelola aspirasi masyarakat terkait suatu isu atau
keluhan, serta melakukan komunikasi yang aktif dan efektif dengan konstituen dan
pemerintah daerah melalui telekomunikasi, rumah aspirasi, maupun kunjungan

kerja dan reses. Tidak hanya menampung aspirasi, anggota DPR tersebut juga
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menanggapi dan melaporkan perkembangan terkait isu yang ditanyakan atau minta

diperjuangkan.

b. Desain pengambilan keputusan di DPR.

Mekanisme pengambilan keputusan didasarkan atas perorangan atau one person
one vote, bukan berdasarkan kendali penuh partai politik melalui pendapat mini
fraksi. Hal itu dilakukan dalam upaya mengembalikan esensi lembaga perwakilan,
demokrasi, dan pertangungjawaban fungsi representasi anggota DPR yang

sesungguhnya, khususnya representation in ideas.

c. Desain ulang kelembagaan fraksi.

Perbaikan pengaturan dengan memperketat syarat pembentukan fraksi,
mengevaluasi kembali peran, tugas, dan fungsi di parlemen (misalnya mengikuti
peran Whips di Inggris yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, melainkan
hanya berfokus pada koordinasi anggota dan mengingatkan anggota untuk memilih
berdasarkan garis partai), serta menambahkan ketentuan mengenai desain fraksi,
dan mekanisme kerjanya.

Desain ulang fraksi dengan gagasan reposisi fraksi seperti yang diusulkan PSHK,
yakni fraksi diperlukan hanya untuk berkoordinasi, sementara proses pengambilan
keputusan tetap diserahkan kepada kedaulatan anggota DPR dengan menggunakan
smart card, syarat pembentukan fraksi yang diperbesar untuk mendorong adanya
koalisi, atau pun skenario pengelompokan fraksi yang didasarkan atas domain
masalah publik, aliran politiknya, pembidangan persoalan, atau didasarkan atas pola

hubungan kekuasaan dengan pemerintah.
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Lampiran

Daftar Pertanyaan kepada Bapak Ronald Rofiandri, Peneliti Pusat Studi Hukum dan

Kebijakan Indonesia.

1.

Apabila melihat sejarahnya, fraksi sejak pertama ada di parlemen hingga saat ini
mengalami perkembangan peran yang cukup signifikan. Menurut bang Ronal, dengan
desain fraksi saat ini, adakah kelebihan, kekurangan, catatan, atau permasalahan yang
terjadi? Boleh dijelaskan seperti apa?

Secara historis atau filosofis, mengapa pengambilan keputusan dalam undang-undang

utamanya didasarkan pada pendapat mini fraksi?

. Peran fraksi saat ini bahkan bisa menentukan pengambilan keputusan dalam suatu

rancangan undang-undang. Bagaimana seharusnya peran fraksi dalam parlemen?
Sampai sejauh mana partai politik dapat mengatur anggota DPR dalam parlemen?

Bagaimana desain fraksi yang ideal atau yang direkomendasikan menurut Bang Ronal?
Bagaimana mengenai peran, bentuk, dan pengaturan mengenai fraksi di negara lain

yang sekiranya bisa menjadi best practice untuk diterapkan di Indonesia?

Daftar Pertanyaan kepada Bapak Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A,
Peneliti Utama Badan Keahlian DPR RI.

1.

Berdasarkan penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI),
implementasi fungsi representasi atau pertanggungjawaban anggota DPR tidak dirinci
lebih jauh dalam tata tertib DPR. Selain itu, tidak ada juga monitoring dan model
pertanggungjawaban yang baku bagi setiap anggota DPR untuk menjalankan kewajiban
ini, sehingga masyarakat tidak mengetahui secara utuh mengenai tindakan yang sudah
dilakukan anggota DPR, termasuk argumentasi yang diperjuangkan oleh anggota DPR
dalam rapat-rapat tertutup yang tidak bisa diakses oleh publik. Menurut bapak,
bagaimana semestinya pertanggungjawaban fungsi representasi anggota DPR terutama
dalam pembentukan undang-undang? Sejauh ini selama di DPR ada contoh konkret
yang dia berani berbeda, terus dia mendapatkan sanksi, baik itu berupa teguran atau
pemecatan?

Bagaimana desain mekanisme pengambilan keputusan yang ideal dalam pembentukan

undang-undang? Apakah tetap diserahkan melalui pendapat mini fraksi atau one person
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one vote seperti yang terjadi di beberapa negara lain atau mekanisme lainnya yang pak
Partogi rekomendasikan?

Di Amerika Serikat, perbedaan pendapat atau keputusan antara partai dengan
anggotanya merupakan hal yang lumrah terjadi dalam demokrasi. Sejauh ini, apakah
pernah ada kasus anggota DPR yang berani berbeda dengan partai dan berujung pada
sanksi atau pemecatan?

Apabila melihat sejarahnya, fraksi sejak pertama ada di parlemen hingga saat ini
mengalami perkembangan peran yang cukup signifikan. Menurut pak, dengan desain
fraksi saat ini, adakah kelebihan, kekurangan, catatan, atau permasalahan yang terjadi?
Boleh dijelaskan seperti apa?

Peran fraksi saat ini bahkan bisa menentukan pengambilan keputusan dalam suatu
rancangan undang-undang. Bagaimana seharusnya peran fraksi dalam parlemen?
Sampai sejauh mana partai politik dapat mengatur anggota DPR dalam parlemen?
Bagaimana desain fraksi yang ideal atau yang direkomendasikan menurut Pak Partogi?
Bagaimana mengenai peran, bentuk, dan pengaturan mengenai fraksi di negara lain
yang sekiranya bisa menjadi best practice untuk diterapkan di Indonesia?

Di buku “Penguatan Manajemen Fraksi” ini disampaikan bahwa pernah ada fenomena
menarik terkait keberadaan fraksi mengenai penggabungan partai politik. Saat itu,
kasus yang ada cukup bermasalah karena dalam Partai Pelopor berpindah-pindah fraksi.
Apakah penggabungan partai politik ini bisa menjadi rekomendasi kembali untuk

diterapkan dalam desain fraksi saat ini?

Daftar Pertanyaan kepada Ibu Lena Maryana Mukti, Anggota DPR periode 2004-2009.

1.

Selama di DPR, bagaimana bentuk pertanggungjawaban fungsi representasi ibu Lena
kepada masyarakat, baik itu dalam fungsi anggaran, legislasi, maupun pengawasan?

Kalau fraksi PPP sendiri, apakah mewajibkan setiap anggota DPR harus membuat
laporan pertanggungjawaban atau diserahkan mekanismenya kepada setiap anggota

DPR itu sendiri?

. Kalau mengenai kinerja yang telah dilakukan oleh DPR juga ada yang dilaporkan

kepada masyarakat atau tidak, bu? Misalnya dibuat laporan khusus atau dilaporkan ke

media yang memberitahukan kinerja PPP di Parlemen.
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4. TIbu Lena sebagai anggota DPR yang berasal dari partai politik dan juga sebagai orang
yang dipilih oleh masyarakat, bagaimana pertimbangan ibu Lena dalam mengambil
keputusan?

5. Bagaimana mekanisme fraksi untuk mengambil keputusan yang nantinya berujung
pada pendapat mini fraksi?

6. Di negara lain, fraksi hanya berwenang untuk mengatur dan mendisiplinkan
anggotanya tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan. Sementara apabila melihat
Indonesia, kewenangan fraksi ini terbilang cukup besar. Menurut Bu Lena sendiri,

kewenangan fraksi harusnya seperti apa?
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